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ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan restorative justice terhadap pengguna narkotika
pada tahap penyidikan serta peran publik dalam mendukung proses tersebut. Pendekatan
keadilan restoratif dipilih sebagai alternatif dari pemidanaan konvensional karena lebih
menitikberatkan pada pemulihan dan rehabilitasi, bukan semata-mata hukuman.
Pengguna narkotika yang bukan pengedar dan bersikap kooperatif berpeluang
mendapatkan penyelesaian secara restoratif, sebagaimana diatur dalam Peraturan
Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-
undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterlibatan publik sangat
penting, baik sebagai fasilitator mediasi, penyedia dukungan sosial, maupun pengawas
dalam proses rehabilitasi. Namun, peran publik sering kali terkendala oleh rendahnya
literasi hukum, stigma sosial terhadap pengguna narkotika, serta kurangnya fasilitator
komunitas. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penguatan peran publik melalui edukasi
hukum, pembentukan forum restoratif, pelatihan fasilitator, serta dukungan dari
pemerintah daerah dan media. Dengan penguatan tersebut, keadilan restoratif dapat
menjadi pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani kasus
pengguna narkotika.

Kata Kunci: Restorative Justice, Pengguna Narkotika, Penyidikan, Peran Publik,
Rehabilitasi
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1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, peredaran narkotika dan zat berbahaya lainnya di
Indonesia telah berkembang menjadi isu nasional yang sangat mengkhawatirkan.
Penyalahgunaan narkoba tidak lagi terbatas pada kelompok sosial tertentu, melainkan
telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang usia, jenis kelamin,
maupun status sosial. Dampak negatif dari peredaran narkoba, baik secara ekonomi
maupun sosial, mendorong berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran kolektif dan
mengambil langkah serius dalam memerangi peredaran serta penyalahgunaan narkotika
di tengah masyarakat (Panggabean et al., 2024).

Pada mulanya, narkotika dikembangkan dan dimanfaatkan dalam bidang medis,
khususnya untuk meredakan rasa sakit atau sebagai anestesi dalam tindakan operasi.
Salah satu jenis narkotika pertama yang digunakan adalah opium, yang dikenal karena
efek analgesiknya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan narkotika
mulai mengalami penyimpangan dan disalahgunakan oleh berbagai kalangan
masyarakat. Tidak hanya memberikan dampak buruk bagi kesehatan, peredaran ilegal
narkotika juga menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan besar secara melawan
hukum, bahkan menjangkau jaringan internasional. Situasi ini menimbulkan
kekhawatiran serius baik di tingkat nasional maupun global. Penyalahgunaan narkotika
menimbulkan risiko berbahaya tidak hanya bagi penggunanya, tetapi juga bagi pengedar
serta masyarakat luas (Buana et al., 2024).

Penyalahgunaan narkotika atau penggunaannya yang tidak sesuai dengan kaidah
medis dapat menimbulkan dampak serius, baik bagi individu maupun masyarakat secara
luas. Lebih dari sekadar persoalan kesehatan, dampak negatif ini juga berpotensi
menggangu tanggungan sosial, merusak nilai-nilai budaya bangsa, dan pada akhirnya
dapat melemahkan ketahanan nasional sebagai landasan utama pembangunan suatu

negara.
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Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah berkembang menjadi gaya hidup
bagi sebagian kelompok masyarakat, terutama di kalangan artis, profesional muda
perkotaan (yuppies), dan lapisan kelas menengah ke atas (Dirdjosisworo, 2006).
Fenomena ini tidak lagi terbatas pada wilayah perkotaan, melainkan telah menyebar
hingga ke daerah pedesaan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa
memandang status sosial, usia, atau latar belakang ekonomi. Bahkan, terdapat kasus di
mana aparat penegak hukum turut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Dalam
konteks hukum pidana, tindakan penyalahgunaan narkotika tergolong sebagai perbuatan
pidana. Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang
oleh hukum dan pelanggarannya diancam dengan pidana sebagai sanksi (Moeljatno,
2002).

Indonesia adalah negara yang berdiri di atas prinsip negara hukum, di mana secara
teoritis hukum bersifat universal, artinya setiap individu di dalam masyarakat tunduk
pada peraturan yang sama tanpa pengecualian (Prodjodikoro, 2020). Sebagai negara
hukum, Indonesia memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur perilaku
masyarakat, salah satunya adalah hukum pidana (Hamdani et al., 2023). Dalam
kaitannya dengan kejahatan narkotika, negara telah menetapkan perangkat hukum
tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-
undang ini secara tegas mengatur jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai
tindak pidana narkotika, serta menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya.

Dalam konteks penanganan tindak pidana narkotika, Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri) berperan sebagai salah satu aparat penegak hukum yang menjalankan
fungsi penyidikan. Tugas dan wewenang Polri sebagai penyidik telah diatur secara tegas
dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia, yang menetapkan berbagai kewenangan penyidik dalam

rangka penegakan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat.
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Dari sudut pandang yuridis, langkah awal yang dilakukan oleh kepolisian dalam
menangani suatu perkara adalah melakukan penyidikan yang didasarkan pada adanya
informasi atau dugaan bahwa telah terjadi tindak pidana. Tindakan ini merupakan
bagian dari fungsi represif dalam penegakan hukum, yang pada hakikatnya harus
berlandaskan pada ketentuan hukum positif yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
(Abidin & Hamzah, 2010).

Tahap penyidikan memiliki peran strategis dalam proses penyelesaian perkara
pidana karena menentukan arah penanganannya dan kedudukan hukum suatu tindak
pidana. Berdasarkan KUHAP, penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang
dilaksanakan oleh penyidik sesuai prosedur hukum untuk menemukan serta
mengumpulkan alat bukti, dengan tujuan mengungkapan tindak pidana dan
mengidentifikasi pelaku-pelakunya. Hasil penyidikan tersebut kemudian menjadi
landasan utama dalam proses penuntutan, sehingga menjadikan tahap ini sangat penting
dan harus dijalankan dengan cermat, objektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum
acara pidana.

Perkembangan tindak pidana narkotika dari waktu ke waktu menunjukkan tren
yang terus meningkat. Bahkan, kasus-kasus yang berhasil diungkap oleh Kepolisian
Republik Indonesia hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan fenomena,
layaknya fenomena gunung es, di mana sebagian besar aktivitasnya tersembunyi dan
tidak terdeteksi. Kejahatan narkotika saat ini tidak lagi dilakukan oleh individu secara
terpisah, melainkan melibatkan banyak orang yang bekerja secara bersama-sama,
bahkan membentuk sindikat terorganisir dengan jaringan yang sangat luas. Sindikat ini
beroperasi secara tertutup dan sangat terstruktur, baik tingkat nasional maupun
internasional.

Saat ini, angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai tingkat yang

sangat memprihatinkan. Pada awal tahun 1990-an, narkotika belum begitu populer dan
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Indonesia hanya berfungsi sebagai negara transit bagi jaringan pengedar. Namun,
seiring berjalannya waktu, Indonesia telah berkembang menjadi negara tujuan utama
pasar narkotika, bahkan tercatat sebagai salah satu produsen dan pengekspor narkotika
terbesar di dunia (Hakim, 2023).

Restorative Justice merupakan perubahan pendekatan dalam sistem peradilan
pidana yang lebih menekankan pada pencegahan keadilan bagi korban dan pelaku
tindak pidana. Pencapaian ini juga membuka kemungkinan untuk alternatif hukuman,
seperti kerja sosial dan lain-lain. Inisiatif restorative justice mengemban prinsip-prinsip
yang melibatkan partisipasi aktif pelaku, korban, dan masyarakat dalam menyelesaikan
kasus atau tindakan pidana. Dalam hal ini, pelaku, korban, dan masyarakat diposisikan
sebagai pihak-pihak yang terlibat secara langsung (stakeholders), bekerja sama untuk
mencapai solusi yang dianggap adil oleh semua pihak (win-win solution) (Amiruddin et
al., 2024).

Restorative Justice menekankan pada proses pertanggungjawaban pidana yang
dilakukan secara langsung oleh pelaku kepada korban dan masyarakat. Jika pelakku,
korban, dan masyarakat yang hak-haknya telah dilanggar merasa bahwa keadilan telah
tercapai melalui musyawarah bersama, maka diharapkan proses pemidanaan dapat
dihindari. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam pendekatan Restorative Justice, pelaku
bukanlah fokus utama, melainkan keadilan itu sendiri dan upaya pemulihan konflik
yang menjadi tujuan utama dari pendekatan tersebut (Hotmaulana, 2013).

Pengaturan Restorative Justice selama ini diatur dalam berbagai peraturan yakni
diantaranya:

a. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun
2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam

Penyelesaian Perkara Pidana.
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b. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

c. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian,
Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun
2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014,
Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan
Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga
Rehabilitasi.

d. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pengelolaan Pemberian
Pendapatan Keadaan Restoratif (Restorative Justice) di lingkungan Peradilan Umum
pada 22 Desember 2020.

Menarik untuk diteliti lebih lanjut sehingga penerapan keadilan restorative justice
pada tingkat penyidikan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika
berdasarkan ketentuannya yang diatur oleh Mahkamah Agung dan instansi terkait
lainnya di atas, khususnya di bidang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana
narkotika di Indonesia. Sehingga berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis
menjadi tertarik untuk melakukan penelitian dan untuk itu memilih judul Keadilan
Restoratif Pada Tingkat Penyidikan Bagi Pencandu Narkotika Dan Korban
Penyalahgunaan Narkotika.

2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (legal research), yang
bertujuan untuk mengkaji peran Pansus dan norma hukum dalam pelaksanaan keadilan

restoratif pada tingkat penyidikan terhadap pencandu dan korban penyalahgunaan
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narkotika. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan
perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan
dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan hukum yang relevan, seperti Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Mahkamah Agung Nomor
4 Tahun 2010, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Melalui
pendekatan ini, penulis menganalisis norma-norma hukum yang menjadi dasar
penerapan keadilan restoratif dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika.
Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah berbagai konsep
teoritis yang berkaitan dengan keadilan restoratif, perlindungan terhadap pencandu dan
korban penyalahgunaan narkotika, serta prinsip-prinsip rehabilitasi sebagai bagian dari

penyelesaian hukum yang bersifat lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.

3. PEMBAHASAN
Penerapan Restorative Justice terhadap Pengguna Narkotika

Perkembangan; tindak pidanas narkotika: di Indonesia; menunjukkan: tren: yang
terus mendingkat dari tahun, ke tahun. Fenomena: ind menimbulkan
kekhawadtiran, besar karenas tidak hanya. berdampak
pada: keamanan; dan. ketertiban. umum, tetapi juga: pada; aspek kesehatan, ekonomi,
dan. sosial masyarakat. Di tengah kompleksitas persoalans narkotika, pemerintah
Indonesia: telah merespons dengan. menerbitkan: berbagai regulasi, membentuk
lembaga; khusus seperti Badan; Nagrkotikas Nasionad (BNN)),
sertas melakukan, kerjas samas internasional dalam
upayas pencegahan: dan; penindakan. Namun, dalam praktiknya, kebijakan, yang
diterapkan. selama: ini masih cenderung mengedepankan: pendekatan: represif, di
mana;  mayoritas  pelaku,  termasuk  pengguna;  naskotika,  dijatuhi
hukuman; pidana; penjasa.

Pendekatan: pemidanaan: konwvensional tersebut menimbulkan: berbagad

konsekuensi negatif, antara; lain, overkapasitas lembaga; pemasyarakatan,
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meningkatnya: beban, anggaran. negara; untuk pembinaan, narapidanas
dan: rendahnya; tingkat rehabilitasi bagi pengguna: narkoba. Menurut
Laporan; BNN: Tahuns 2023, sebanyak 60—65% penghund
lembaga; pemasyarakatan: di Indonesia; merupakan. pelaku tindak pidana: narkotika,
dengan, proporsi terbesar adalah penyalahguna: atan pecandu narkoba,
bukan. bandar atau pengedar. Hal ind menunjukkan: bahwa: sistem
peradilan; pidana; kita: masih gagal membedakan: antara; pelaku yang
seharusnya: direhabilitasi dengan; pelaku yang harus diberi hukuman; berat.

Dalam konsteks tersebut, muncul gagasan; unguk
menerapkans  pendekatan, restorative  justice  atam  keadilan.  restoradif,
terutamas terhadap pengguna: narkotika. Restorative justice
merupakan, pendekatan: penyelesaian; perkara; pidanas yang bertujuan; untuk
memulihkan. keadaan. semula, bukan. semata-mata. memberikan. hukuman.
Pendekatan, ini memprioritaskan: dialog dan. mediasi antara; pelaku, korban,
dan; komundtas, serta: bertujuan. mengembalikan: pelaku ke dalam masyarakat
dengan. cara; yang konstruktif. Dalam banyak negara, pendekatan: ind telah terbukti
berhasil menurunkan: tingkat residivisme, mengurangi beban. penjara,
dan: menciptakan; rasa: keadilan: yang lebih tinggi bagi masyarakat.

Konsep restorative justice tidak muncul dalam kekosongan: hukum. Di
Indonesia, meskipuns secasa; eksplisit belum terdapat undang-undang yang mengatur
secara; menyeluruh, namun. prinsip-prinsip restorative justice telah diakomodasi
dalam berbagai regulasi sektoral. Misalnya, Peraturan; Mahkamah Agung Nomor 4
Tahun, 2010 memungkinkan. hakim untuk memerintahkan
penempatan: pengguna: naskotikas ke lembaga; rehabilitasi. Sementasa: itu,
Peraturan; Kapolri Nomor 8 Tahun: 2021 memberikan: kewenangan; kepada; penyidik

untuk menghentikan, perkara; tertentu melalui pendekatan: keadilan: restoratif. UU
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Nagrkotika; itu sendiri, dalam Pasal 54, dengan. jelas menyebutkan: bahwa: pecandu
naskotika: wajib mengjalana rehabilitasi medis dan: sosial, bukan; pemidanaan.

Pendekatan: keadilan, restoratif memiliki landasan, filosofis yang kuat dalam
sistem hukum Indonesia. Ajaran: pemidanaan: dalam hukum pidana; Indonesia telah
berkembang dari orientasi pembalasan, (retributive) menuju pendekatan: reintegrasif
yang mempertimbangkan, hak-hak pelaku, korban, dan: masyarakat.
Sebagaimana; dikemukakan: oleh Muladi (2021), dalam sistem hukum pidana; modern
tujuan, pemidanaan, tidak lagi semata-mada; pembalasan, tetapi mencakup aspek
korektif, preventif, dan: rehabilitatif. Dalam kerangka: ind, restorative justice mengjadi
pendekatan. yang sesuai dengan. semangat pembahasuan: hukum pidana: nasionad.

Namun: demikian, dalam praktiknya, penerapan: restorative justice terhadap
pengguna; narkotikas belum berjalan; optimal. Masih banyak aparat penegak hukum,
mulai dari penyidik hingga; hakim, yang lebih memilih jalur konvensional
karena: dianggap lebih mudah dan. "aman. secara. prosedural." Di sisi lains
masyarakat puns belum seluruhnya: menerima: pendekatan: ini karena; masih
kuatnya; stigma: terhadap pengguna. naskotika. Dalam banyak kasus,
pengguna; dipersepsikans sebagai kriminal yang harus dijatuhi hukuman; berat,
padahal mereka; justru membutuhkan. rehabilitasi dan: reintegrasi sosiad.

Kondisi ind diperburuk dengan. keterbatasan; sarana: dan; prasarana; rehabilitasi
di banyak daerah. Menarut riset oleh Handayand dan: Yusuf, banyak rumah sakit
dan: klinik rehabilitasi di Indonesia; belum memiliki standar layanan: yang memadad,
baik dari segi tenaga. medis maupun; fasilitas. Hal ind menjadi kendala; serius dalam
mengasrahkan, pengguna; narkotika: ke jalur pemulihan. Tidak hanya: itu, koordinasi
antarinstansi, seperti kepolisian, BNN, kejaksaan, dan, lembaga: rehabilitasi
jugas sering kali lemah, sehingga; penerapan; restorative justice terhambat oleh ego

sektoral dan; tumpang tindih kewenangan.
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Di sisi lain, pendekatan: restorative justice juga. membuka; ruang bagi
penyalahgunaan: wewenang jika: tidak diatur dans diawasi dengan, baik. Terdapat
potensi bahwa; pelaku narkotika; yang seharusnya; diproses secata: pidanas justru
"bersembunyi" di balik pendekatan. keadilans, restoratif. Oleh karena. itu,
diperlukan: kriteria; yang jelas dan. mekanisme kontrol yang kuat agar restorative
justice hanya; diberikan; kepada; pihak yang benar-benas layak, yaknd pengguna; atau
pecandu yang bukan; bagian: dari jaringan: pengedaxr.

Restorative justice menjadi penting untuk dikaji karena: pendekatan: ini mampu
merespons dinamikas sosial dan. psikologis dari penyaldahgunaan: narkotikas
Pendekatan: hukum  yang  hanya  mengedepankan  hukuman: tanpa
mempertimbangkan: kondisi sosial, ekonomi, dans psikologis pelaku justru dapat
memperparah masalah narkotika; di masyarakat. Seorang pengguna: narkotika; yang
dipenjara, tanpa. rehabilitasi cenderung mengalami gangguan: kejiwaan,
kehilangan. koneksi sosial, dans berpotensi mengulangi perbuatannya, ketika; bebas.
Hal ini menunjukkan, bahwa: keadilan, tidak bisa; hanya: dimaknai sebagai
penghukuman, tetapi harus mengandung unsur pemulihan; dan: pembinaan.

Restorative justice atau keadilan: restoratif merupakan: konsep yang telah
mengadami perkembangan; pesat dalam wacana; hukum pidana; kontemporer. Konsep
ind lahir sebagad respons terhadap keterbatasan: sistem
peradilan; pidana: konwvensional (retributive justice) yang dianggap terlalu
mendtikberatkan: pada; hukumans tanpa; mempertimbangkan, kebutuhan; korban,
pelaku, dan: masyarakat. Restorative justice menawarkan: pendekatan. alternatif
dengan: menekankan: pada; pemulihan: hubungan; yang rusak akibat tindak pidana,
serta, mengutamakan: penyelesaian: perkaras melalui dialog dans, partisipasi
semua; pihak yang terdampak.

Dalam konteks hukum pidana. Indonesia, restorative justice mulad

diperbincangkan, secara; luas dalam dua; dekade terakhir dan, kind
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semakin, mendapatkan. tempat sebagad alternatif penyelesaian: perkasa: pidana,
khususnya: terhadap pelaku yang tidak memiliki dampak besar terhadap korban; atau
masyarakat luas, seperti penggunas narkotika. Untuk memahami penerapan: konsep
ind terhadap pengguna. narkoba, penting untuk menguraikan; secasa: sistemadtis
pengertian, prinsip dasar, tujuan, sertas nilai-nilai yang mendasasi
pendekatan; keadilan: restoratif.

Secara;  terminologis, istilah  "restorative  justice"  berasal  daxi
bahasa:; Latins restaurare, yang berarti memulihkan. Menurut Zehr (2020), tokoh
pelopor gerakan. keadilan, restoratif modern, restorative justice adalah “as process to
involve, to the extent possible, those who hawve as stake ins a; specific offense and to
collectively identify and address harms, needs, and obligations, ins order to head and
put things as right as possible.”

Dengan; kagas lain,, restorative justice merupakan; sebuah
pendekatan. penyelesaian: perkara: pidana; yang berfokus pada; kebutuhan: korban,
tanggung  jawab  pelaku, dan,  peran.  sertas  komunitas dalam
memulihkan:  kerugian,  sosial  yang  ditimbulkan.  oleh  kejahatan.
Berbeda: dengan. pendekatan. retributif yang hanya. melihat kejahatan: sebagad
pelanggaran: terhadap negara, restorative justice memandang kejahatan. sebagad
pelanggaran: terhadap manasia: dan: hubungan: sosial.

Di Indonesia, defindsi restorative justice belum tertuang secara; eksplisit dalam
undang-undang, namun: telah diadopsi dalam beberapa: peraturan: internal
lembaga; penegak hukum seperti Peraturan. Kapolri Nomor 8 Tahuns 2021
dan: Peraturan, Jaksa; Agung Nomor 15 Tahun: 2020. Kedua: regulasi ind
memberikan: panduan. tentang pelaksanaan. restorative justice dalam
penyelesaian; perkasas pidanas yang memenauhi syarat tertentu.

Restorative justice tidak hanyas sebuah metode, tetapi sebuah paradigma: yang

dibangun; di atas prinsip-prinsip nilai sosial, keadilan, dan. kemanusiaan.
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Beberapa: prinsip utama; restorative justice yang banyak diakui secasa: internasional
maupun: dalam praktik di Indonesia; adalah sebagad berikut:
a. Pagtisipasi Sukaselas
Semuas pihak yang terlibat dalam keadilans restorative terutamas pelaku
dan: korban: harus secaga: sukarelas mengikuti proses tersebut. Tidak ada: paksaan,
indimidasi, atan tekanan, dagi pihak manapuns Pagtisipasi
sukarelas menjamins bahwas proses ind berlangsung secara: jujur, terbuka,
dans bermaknas bagi semuas pihak.
b. Pengakuan: Kesalahans oleh Pelaku
Pelaku diharapkans untuk mengakui kesalahannyas secaras jujur dans bertanggung
jawab atas perbuatannya. Pengakuan, ini mengadi dasar utama: proses dialog
dan; mediasi dalam keadilans restoratif. Tanpas pengakuan: kesalahan, proses
keadilan; restoradif sulit untuk dilanjutkans.
c. Dialog dan:Mediasi sebagai Metode Utama
Restorative justice menekankans komunikasi langsung antara; pelaku, korban,
dans komunidtas. Proses ind dapat dilakukan: meladui mediasi penad, konferensi kelompok
masyarakad, atau forum pemulihan. Tujuannya; adadah membanguns kesepahamans
saling pengampunan, dan; rencanas pemulihans bersamas
d. Pemulihan: sebagad Tujuan; Utamas
Berbeda; dengans sistem hukum pidana; konvensional yang  fokus
padas penghukuman, restorative justice berfokus padas pemulihans
pemulihans kerugians korban, pemulihan; hubungans sosial, dans pemulihans pelaku agar
dapas kembadi ke masyarakas sebagad individu yang bertanggung jawab.
e. Reintegrasi Pelaku ke dalam Masyasakat
Proses ind tidak hanya; menghukum pelaku, tetapi jugas membanstu pelaku untuk
tidak mengulangi kesalahan; yang sama. Dadam konteks penggunas naskotikas reintdegrasi
sanga¢ pending agar merekas tidak terjebak dalam siklus penyadahgunaans dans kejahatan.

f. Keseimbangan; antara; Kepentingan: Korban, Pelaku, dan; Masyarakat
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Restorative justice menekankan, keseimbangan, antara; hak-hak korban, tanggung
jawab pelaku, dan kepentingan, komundtas. Ketiganyas tidak dipandang secara; hieragkis,
tetapi sebagad elemen:s setaras yang hasus dipertimbangkan, secaras adil.

Restorative justice dalam penanganan, tindak pidanas termasuk naskotika, tidak dapas
dipisahkan: dari kerangka; hukum yang mengaturnya. Dadam sistem hukum Indonesias
penerapans restorative justice terhadap penggunas narkotika; memiliki dasar hukum yang
cukup kuat, baik secafas normadif dalam peraturaqs perundang-
undangans maupuns secaras filosofis dalam prinsip-prinsip hukum pidanas nasionad.
Kekuatan, hukum tersebut diperkuat dengans dorongan: global meladui berbagad
instrumens ingernasionad yang mendorong pendekatan: humandstik dan; pemulihan; terhadap
pelaku penyalahgunaan: naskotikas.

Meski  restorative  justice  awadnyas lebih  dikenal  dadam = kongeks
kejahatans ringans dans kasus anak, pendekatannyas kind meluas ke berbagad jends tindak
pidanas termasuk penyadahgunaans naskotika:. Hal ind
sejalan; dengan: perubahan. paradigma; hukum pidana; yang tidak lagi
hanyas memprioritaskans penghukuman, tetapi jugas memfokuskan; padas rehabilitasi,
pemulihan, dan: reintdegrasi sosial. Pengguna; naskotika, dalam banyak hal,
merupakans korbans dari ketergantungans zat atau lingkungan: sosial yang tidak sehad,
sehingga: pemidanaan; tidak selalu menjadi jalans keluar yang efektif.

Secaras konstitusionad, restoradive justice memiliki akasr kuat dalam nilai-nilai yang
terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara; Republik Indonesia; Tahuns 1945 (UUD
1945). Pasal 28G ayat (1) menyatakan: bahwas setiap orang berhak atas perlindungan, diri
pribadi, keluarga, kehormatan, mastabat, dan. hasta; benda. Dalam kongeks ind,
penggunas narkotika; sebagai wargas negara; tetap memiliki hak atas pemulihan,
perlakuan: manusiawi, dan: kesempatan; untuk memperbadki diri.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: bahwa: setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan: kepastian: hukum yang adil. Ind berasti, sistem
hukum harus memberi ruang pada: alternatif penyelesadan: perkara; yang bersifat adil
dans proporsionad, termasuk pendekatan; keadilans restoradif yang

menghindarkans penggunas daai stigma; kriminadisasi dans membukas peluang rehabilitasi.
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UUD 1945 juga. menckankan; bahwa: negaras harus melindungi segenap
bangsa; Indonesias dan, seluruh tumpah darah Indonesia serta
memajukans kesejahteraan: umum (Pembukaan, UUD 1945). Dadam kongeks ind,
kebijakans hukum pidana;s terhadap penggunas narkotikas tidak boleh merugikans hak-hak
dasar manwsia; dans hasus diarahkans untuk menciptakans masyarakat yang sehat
dans sejahteras.

Dasar hukum utamas dadam penanganans tindak pidanas narkotikas adalah Undang-
Undang Nomor 35 Tahun; 2009 tentang Narkotika. UU ind tidak hanya: mengatur mengenad
larangan, jends, dan, sanksi pidanas naskotika, tetapi juga: memberi ruang cukup bagi
pendekatans rehabilitatif, terutamas terhadap penggunas atan pecandu naskoba. Pasal 1
angkas 13 UU Naskotikas secaras eksplisit menyebutkan; defindsi pecandu naskotikas sebagad
orang yang menggunakans ataun menyalahgunakan: naskotikas dans beradas dalam
ketergangungan, terhadap narkotikay badk secaras fisik maupun; psikis. Dengans pengakuan; ind,
hukum secara; implisit memperlakukan: pengguna; naskotika: lebih sebagai pasiens atau
korban,  bukan: pelaku  kriminal murni. Lebih  jawmh, Pasal 54 UU
Nagrkotika; menyasakan; “Pecandu narkotika; dans korbans penyalahgunaans narkotika; wagib
menjadand rehabilitasi medis dans rehabilitasi sosiad”. Pasal indi menjadi dasar hukum
terpenting untuk mengarahkans penggunas narkotikas ke jalur rehabilitasi, bukan, pemidanaan..
Dadam pengelasans pasad, disebutkan: bahwas rehabilitasi bertujuans membandu pecandu atau
penyalahgunas agasr terbebas dari ketergantungans dans dapat kembadi berfungsi dalam
kehidupan; sosiad secaras wagag.

Selanjutnya, Pasal 103 mengatur bahwa; pecandu naskotikas yang sedang menjaland
proses penyidikan, penuntutan, atau persidangan: dapat ditempatkan: dalam
lembaga: rehabilitasi medis dan/atan sosial berdasarkan: hasil dari tim asesmen: terpadu.
Pengaturan, ini memperkuat bahwa; restoragive justice secara: substandif sudah terintegrasi
dadam hukum positif Indongesia, meski belum secara: eksplisit menggunakan; istilah tersebut.
Dadam praktiknyas pasal-pasal ind menjadi landasans hukum bagi penyidik, jaksas
dans hakim untuk menerapkan: pendekatan; nonspenad terhadap penggunas nackotikas
Mekandsme ind memperkuat ~ semangat  restorative  justice  yang  lebih

mengutamakan; pemulihans dibanding penghukumans
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Wadaupuns, KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara; Pidana) belum
secara; eksplisit mengadur tentang restorative justice, tetapi terdapas celah hukum yang
memungkinkan; penerapannya, khususnyas dadam kerangka; penghendian: penyidikan: atan
penungutans (Pasal 109 dans Pasal 140 KUHAP). Dalam praktik, penyidik atau jaksas dapat
menghendikans perkasa; jikas terdapat aldasan: hukum yang kuat, salah satunya. meladui
pendekatan; keadilan: restoratif yang sudah didukung dengan: surat kesepakatan: damad
dans hasil asesmen.

Lebih langut, dalam kongeks perkasas anak, Indongesias telah memiliki Undang-Undang
Nomor 11 Tahuns 2012 tentang Sistem Peradilans Pidana; Anak, yang secaras eksplisit
mengagur tentang diversi dan:  menyebut restorative  justice sebagad
pendekatan; penyelesaians perkaras pidana. Meskipuns undang-undang ind ditujukan: unguk
anak, prinsip-prinsipnyas dapat dijadikans rujukan: normatif unduk menangand
penggunas narkotika; dewasas dengans pendekatan; serupa..

Tidak semua; penggunas narkotika; dapat secara; otomadis memperoleh restoragive justice.
Kriterias utama; mencakup:

a. Tidak terlibat dadam jaringan; pengedasr atau bandaz.

b. Merupakans penggunas pertaas kadi atau tidak memiliki riwayad residivisme.

c. Tersedias hasil asesmens dari Tim  Asesmens Terpadu (TAT) yang
merekomendasikan; rehabilitasi.

d. Pelaku bersikap kooperatif, mengakui kesalahan, dan, memiliki komitmens unguk
menjadand rehabilitasi.

Syara¢-syarat tersebut ditujukan; untuk memastikans bahwa; restorative justice
hanya; diberikan: kepada: pihak yang benasr-benar membutuhkan; pemulihan, bukan: untuk
meloloskan: pelaku dengan: modus penyalahgunaan. celah hukum. Di tingkat penyidikan,
penerapans restorative justice terhadap penggunas nagkotikas dilakukans meladui
beberapa; tahapan. Pertamas penyidik harus mengidentifikasi bahwas pelaku memenahi
kuadifikasi untuk memperoleh keadilans restoratif. Keduas, penyidik mengindsiasi
pendekatan; musyawasrah yang melibatkan; keluarga: pelaku, tokoh masyarakas, dan: pihak
rehabilitasi. Ketiga, dilakukans asesmens terpadu oleh BNN: dans Dinas Sosial unguk

memastikans status pelaku sebagai pecandu atan korban: penyalahgunaans narkotikas
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Keempad, hasil asesmens digunakan, sebagai dasar untuk mengadihkan, perkaras ke jadur
rehabilitasi tanpas proses peradilans

Studi oleh Prasetyo (2021) di wilayah Poldas Jawa; Tengah menunjukkan: bahwa; dasi
57 kasus pengguna: narkotika: yang diproses padas tahun: 2020-2021, sebanyak 39 kasus
berhasil diadihkans ke jaldur rehabilitasi melalui mekanisme restorative justice. Had ind
menandakan: efektivitas pendekatan; ind dadam mengurangi kriminalisasi terhadap
penggunas Dalam konteks penggunas nagrkotika, bentuk pemulihan; yang paling ideal adalah
rehabilitasi. Rehabilitasi mencakup duas aspek, yaitu rehabilitasi medis dans rehabilitasi sosiad.
Rehabilitasi medis dilakukans untuk menangand ketergantungan: fisik dans psikologis
terhadap  narkotika,  sementara:  rehabilitasi  sosial  bertujuan  memulihkan
kemampuaa; individu unguk kembadi berfungsi dalam masyasakad.

Menurut penelitian, yang dilakukan, oleh Handayani & Yusuf (2022),
keberhasilan: rehabilitasi sangat ditentukans oleh dukungans sosial, lingkungan,
dans pagtisipasi keluarga. Oleh karena: itu, pelaksanaan: restorative justice yang
mengarahkan; pengguna; ke rehabilitasi harus dibarengi dengan; kesiapan: komunidtas dalam
menerimas kembadi mangan; penggunas

Dalam sistem hukum Indonesia; rehabilitasi bagi penggunas naskotikas diatur
secara; eksplisit dadam Undang-Undang Nomor 35 Tahun: 2009 tentang Naskotikas
khususnya:  pada;  Pasal 54, yang menyatakan,  “Pecandu  Naskotika
dans korbans penyalahgunaan: Naskotika; wajib mengadand rehabilitasi medis dans sosiad”.
Ketentuan; ini memperjelas bahwa; negara; memiliki kewajiban: menyediakan, mekandisme
rehabilitasi, baik medis maupun: sosiad, terhadap penggunas narkotika. Rehabilitasi medis
bertujuan: menyembuhkan; ketergantungan. zat secara; fisik dan: psikologis,
semendagas rehabilitasi sosial diarahkans untuk membinas keterampilan, kedisiplinang
dan: intdegrasi sosiad pengguna: setelah pemulihan.

Dadam Pasal 103 UU Nackotika; dinyatakans bahwas penyidik, jaksa, atan hakim
dapat memerintahkans pecandu untuk mengadand rehabilitasi, badik di tahap penyidikan,
penungutans maupuns persidangans berdasaskans hasil asesmens dagi tim terpadu.

Dengan: demikian, hukum telah  memberikan: ruang sangat jelas bagi
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pelaksanaan. restorative justice dalam bentuk rehabilitasi, bahkan. di luar
putusan; pidana; formad.

Seladns itu, Peraturans Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahuns 2010 memperkuat
pelaksanaans rehabilitasi dengans memberikans panduans kepadas hakim untuk
mengadihkan; vonds pidanas mengadi peringah rehabilitasi terhadap pengguna: narkotikas yang
memenuhi syarat. Secara; umum, rehabilitasi dalam kerangkas restorative justice terbagi
dadam duasjends:

a. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis adalah proses perawatan; intdensif secaras medis terhadap
penggunas naskotika: yang telah mengalami ketergantungan: fisik dans psikologis.
Perawatan; ind dilakukans oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatans yang telah ditunjuk
oleh pemeringah. Menurut Permenkes No. 4 Tahuns 2020, proses rehabilitasi medis
meliputi:
1) Detoksifikasi
2) Terapi farmakologis
3) Konseling Psikologis
4) Evaduasi Berkada;

Layanan, ind biasanyas diberikan; oleh rumah sakit pemeringah atan swastas yang
telah memiliki izins seperti RS Ketergantungan: Obat (RSKO) di Jakastas atau Lido di
Bogor. Berdasarkans datas BNN; (2023), sebanyak 56 fasilitas kesehatan; di
Indonesias telah terakreditasi untuk memberikans layanans rehabilitasi medis naskotikas.

b. Rehabilitasi Sosiad

Rehabilitasi  sosial merupakan; rangkaian, kegiatan: yang  bertujuan
mengembadikan: fungsi sosial penggunas naskotika; agar mampu hidup mandiri
dans produktif di masyarakad. Kegiatan: ini mencakup:
1) Pendidikans Karakter dan; Kedisiplinan;
2) Kegiatan; Keterampilan; Kerjas
3) Pendampingaa: Sosiad

4) Reingegration: Program (Program Pasca-Rehabilitasi)
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Menurut Permensos No. 13 Tahuns 2022, rehabilitasi sosial dikelola; oleh
Kementerians Sosial meladui balai sosial, LSM, dan; komundtas berbasis masyarakat.
Peran:  pekerja;  sosial sangat dominan: dalam  membimbing  mantan
penggunas selamas masas transisi menauju kehidupans normal. Meskipun: kerangka; hukum
sudah tersedia, praktik penerapans restorative justice terhadap penggunas naskotikas di
Indonesia; masih menghadapi berbagad kendada, di antaranya:

1) Stigmas sosiad terhadap penggunas narkotikas
Banyak masyarakat dans aparat penegak hukum masih menganggap
penggunas narkotika; sebagad pelaku kriminad yang pantas dihukum, bukan: individu
yang memerlukan; bantuan: medis.
2) Kurangnyas fasilitas rehabilitasi
Tidak semua; daerah memiliki fasilitas rehabilitasi yang memadad, baik dagi segi
kapasitas maupuns tenagas profesional. Hal indi menyebabkans penyidik
enggans mengarahkan; kasus ke rehabilitasi karena; kesulitans teknds pelaksanaans.
3) Kurangnya:sinergi antar Lembagas
Penanganan, kasus naskotika; sering kadi melibatkan: kepolisian, BNNg
kejaksaan, pengadilan, dan: lembaga: rehabilitasi. Ketidaksinkronans antasr institusi
menyebabkan; proses restorative justice menjadi lambat dan: tidak konsisten.
4) Resistensi indernal penegak hukum
Sebagian: aparat penegak hukum lebih nyaman: dengan: pendekatan; represif
kasrena; lebih mudah dan: sudah mengadi kebiasaan: birokrasi. Pendekatan: baru seperti
restoradive justice dianggap mempersulit pekerjaans merekas.

Dadam studi yang dilakukans oleh Lestari (2023), implemendasi restorative justice di
Poldas Metro Jayas berhasil menaurunkan: tingkat pengulangans pelanggarans di
kadangan; pengguna; yang menjaland rehabilitasi. Dasi 150 penggunas yang dialdihkans ke
rehabilitasi, hanyas 8 orang yang kembali terlibat dalam penyadahgunaan narkotika.
Sementara; di Badi, kerja; samas antara; kepolisian, LSM, dans lembaga; rehabilitasi
menghasilkan: mekanisme “rehabilitasi pastisipatif,” di manas masyarakat lokad

dilibatkan: untuk mengawasi dan. mendampingi proses pemulihan. Pendekatan. ind
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berhasil mendngkadtkan: efektivitas program dengan: memindmadisasi
stigma; dan: memperkuas pengawasan: sosiad.

Restorative justice memberikan, harapan: baru dalam penanganan, kasus
penggunas narkotika. Dibandingkan: dengan: pendekatan, represif, restoradive justice terbukti
lebih  efisiens secara; anggaran, lebih  manwusiawi, dan: lebih  mampu
menekan: angka; residivisme. Namun, efektivitasnya; sangat ditentukans oleh
komitmen: lembaga; penegak hukum, ketersediaan: saranas rehabilitasi, sertas pastisipasi
masyarakad. Keberhasilans pendekadans ind tidak dapas
hanya: mengandadkan: kerangka; hukum, tetapi jugas membutuhkan: perubahan: budayas hukum
di kalangan: aparat dan, masyarakat. Perlu ada: pelatihans berkelanjutans bagi penyidik
dan: hakim, peningkasan fasilitas rehabilitasi, dan: kampanye edukatif kepada: masyasrakad.

Dagi keseluruhans uraians di atas, dapat disimpulkan: bahwas penerapans restoratgive
justice terhadap pengguna: naskotikas bukans hanya: dimungkinkan: secaras hukum, tetapi
jugas merupakans pendekatans yang relevang efektif, dans berkeadilan. Upaya: ind harus terus
diperkuat melalui pembasuan; kebijakans peningkatan: indrastruktur rehabilitasi,

dans pemberdayaan, masyasakad.

Peran Publik dalam Mendukung Pelaksanaan Restorative Justice terhadap
Pengguna Narkotika pada Tahap Penyidikan

Dadam pendekagan: restorative justice, keberhasilan: penyelesaian: perkara: pidanas
termasuk penyalahgunaans narkotika, sangat ditentukan: oleh keterlibatans seluruh pihak
yang terdampak, termasuk publik. Tahap penyidikan: merupakan: fase krusial dalam sistem
peradilans pidanas karena: menendukans arah penanganans perkara. Jikas padas tahap ind
restoragive justice sudah dapat diterapkan, maka: pengguna: narkotika; dapat
dihindaskans dari proses hukum panjang dans potensi pidanas penjara. Oleh sebab itu,
keterlibatan; publik dadam mendukung pelaksanaans restorative justice padas tahap
penyidikan, memiliki asti strategis, baik dadam konteks pencegahan: kriminadisasi
penggunas narkoba; maupuns dadam memperkuat pendekatan; pemulihans

Peran: publik dadam konteks ini mencakup berbagai elemens masyarakad,

angagsa; lains keluarga: korban; dans pelaku, tokoh masyarakas, organdsasi non-pemeringah,
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tokoh agaimas komunitas rehabilitasi, akademisi, sertas, medias  massas
Keterlibatan: mereka; menciptakans ekosistem hukum yang inklusif dans responsif terhadap
ndlai-ndlad keadilans restoratif. Meladui kolaborasi dengans aparat penegak hukum seperti
kepolisian: dans kejaksaan, publik dapat mendorong pendekatan: hukum yang tidak sekadar
menghukum tetapi menyembuhkan. Secaras konseptuad, publik dalam konteks hukum
pidanas restoratif adadah komunitas sosial yang memiliki keterkaditans kepedulians
dans kepentingans terhadap kasus pidanas yang terjadi. Publik tidak hanyas sebatas
wargas masyarakat umum, tetapi juga: melibatkan; institusi sosial yang berfungsi
mengaga: keteraturan, dan, keseimbangan. dalam masyarakat. Dalam konteks restorative
justice, publik memiliki peran, pastisipatif, fasilitatif, dan, kontrol sosial terhadap
penegakan; hukum.

Menurut Zehr, restorative justice menempatkan: masyarakat sebagad pilar
ketigas selains korbans dans pelaku. Masyarakat dianggap memiliki perans pending dadam
proses diadog, mediasi, dan: pemulihan; sosial. Tanpas peran: aktif publik, restorative justice
berpotensi gagad karenas proses pemulihans tidak hanyas bersifat individuad, tetapi kolektif.
Peran, publik dalam restorative justice diakui secara: legal dalam berbagai regulasi di
Indonesia. Misadnyas Peraturan: Kapolri Nomor 8 Tahun: 2021 tentang Penanganans Tindak
Pidana; berdasarkan: Keadilans Restoratif menyebutkan: bahwa: mediasi penad
dilakukans dengans melibatkans perwakilans masyarakat sebagad fasilitator atau pendamping.
Demikian: pulas Peraturan; Jaksas Agung Nomor 15 Tahuns 2020 mengakomodasi
penyelesaians perkasas dengan: mempertimbangkan; kesepakatans masyarakat dans pihak
terkadt.

Selains itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahuns 2012 tentang Sistem
Peradilan: Pidana; Anak menyebutkan: bahwa; masyarakat berperan; aktif dalam membantu
proses penyelesadan: perkara; anak meladui diversi, mediasi, dan: pendampingan; psikososiad.
Meski UU ind dikhususkan: bagi anak, namuns prinsip-prinsip pastisipasi publiknya; dapat
diterapkan; pula; dadam kasus pengguna: naskotikas dewasa. Publik, terutama; LSM
dans komundtas akademik, memiliki peran; penting daJam memberikans advokasi dans edukasi

hukum kepada:; masyarakat dans aparat penegak hukum. Meladui pelatihan, penyuluhang
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dans kampanye, mereka; dapat mengedukasi tentang konsep restorative justice
sertas pendingnya: memulihkan; penggunas narkotika, bukan, menghukumnsyas.

Contoh konkret dapat ditemukan: dalam program Community Legal Empowerment
oleh LBH Masyarakat  yang memberikans  edukasi tentang  hak-hak
penggunas narkotika; dan; mekandisme rehabilitasi hukum meladui pendekatan: restoradif.
Program ind terbukti meningkatkan; pemahaman; masyarakat dan: aparat tentang
pentingnyas pendekatan: non-penad. Masyarakat meladui tokoh adat, tokoh agama, atan
organdsasi keagamaan: dapat mengadi fasilitator proses mediasi andara: pelaku dans pihak-
pihak  yang terdampak. Dadam  kasus penggunas  naskotika, mediasi
biasanyas melibatkans keluargas aparat desas sertas petugas penyidik. Mediasi ind pending
unduk mencapad kesepakatan; rehabilitasi sebelum perkasa: dilimpahkan: ke kejaksaan.

Sebagai contoh, di sejumlah daerah seperti Slemans dans Yogyakasta, forum
wargas (RW dan, Karang Tasuna) bekerja: sama; dengan: BNN: dan: kepolisian: dalam
melakukan; proses asesmen: dans pemulihan: berbasis komunidtas bagi penggunas narkotikas
yang dikenad dengan: pendekatan: community-based rehabilitation. Reintegrasi
penggunas narkotikas ke masyarakat memerlukan; dukungan: morad dasi lingkungan; sekitas.
Stigmas yang melekat pada; mangans penggunas seringkali menjadi penghalang dalam
pemulihan. Oleh kasena: itu, peran. masyarakat sebagad pemberi dukungan: moral sangas
diperlukaan.

Lembaga; keagamaan; seperti gereja, masjid, atau viharas dapas berperans sebagad ruang
spiritual dans sosial untuk membantu pemulihans psikologis pengguna. Penelitian: oleh
menaungukkaas bahwa keberhasilans rehabilitasi mendngkait 38%
apabila; penggunas mendapatkan: dukungan; sosiad dans spirituad secaras aktif dagsi lingkungan.
Dadam sistem restorative justice padas kasus naskotikas tim asesmens terpadu menjadi titik
awad penting dalam menentukans apakah seseorang layak direhabilitasi. Dadam praktiknyas
publik, khususnya: organdsasi sosial dans tokoh masyarakat, dapat dilibatkan; dadam
pengambilan: keputusan; asesmen. Meski secata; teknds asesmen; dilakukan: oleh aparat, input
dagi masyarakat dapag dijadikan, bahan: pertimbangan; penting.

Publik jugas dapat memadnkan: fungsi kondrol terhadap pelaksanaan; restorative justice

oleh aparat hukum. Pengawasans ind dilakukans meladui forum masyaraka¢ sipil, medias
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dans  akademisi.  Kritik  dans masukan; dari  publik dapat  mencegah
terjadinya; penyimpangans seperti gratifikasi, diskriminasi, atam mandpulasi status
penggunas mengjadi pengedas agas tidak direhabilitasi.

Penelitians oleh Rahman (2023) menunjukkans bahwa, keterlibatan: masyarakas dadam
mondtoring kasus restorative justice menurunkans potensi mandpulasi oleh oknum aparas
hingga, 23%  dibandingkan: wilayah yang tidak adas pengawasans publik.
Pelaksanaan; restorative justice (keadilan: restoratif) tidak dapat dilepaskan: dagi
keterlibatan, aktif publik. Di Indonesia, berbagad faktor telah memungkinkan: masyarakat
berperan; lebih jauh dalam mendukung proses hukum yang bersifat memulihkan; ketimbang
menghukum. Peran: publik yang maksimad hanya: dapat terjadi apabila; terdapat faktor
pendukung yang memadad, badk dari sisi regulasi, budayas hukum, institusi, teknologi,
maapuns kapasitas masyarakas itu sendiri.

Faktor-faktor ind bukans hanyas sebagai latar belakang, tetapi juga: sebagad prasyaras
fundamental agar masyarakat mampu bersinergi dengans penegak hukum dalam
menerapkan: keadilan; restoratif terhadap pengguna: naskotika, terutama: padas tahap
penyidikan. Beberapa; faktor yang mendukung optimadnya: perans publik dadam
pelaksanaan;s restorative justice di tahap penyidikan, antagsa; ladns
a. Dukungan: Regulasi dan; Kebijakan; Pemerintdah

Sadah satu faktor pendukung utama: adalah ketersediaans regulasi yang
memberikans ruang pastisipasi publik. Regulasi tersebut menciptakan; dasar hukum yang
jelas dansmelegitimasi keterlibatan; masyarakast dadam proses hukum pidanas.

b. Peraturan; Kapolri Nomor 8 Tahun: 2021

Mengkankans bahwas penyelesadan; perkara; secagas restoragif
memerlukans persetujuan: dans pastisipasi dasri berbagad pihak, termasuk masyarakat atau
tokoh masyasakad.

c. Peraturan; Jaksa; Agung Nomor 15 Tahun; 2020

Memuat ketentuan: tentang pentgingnyas keterlibatan, masyarakat dalam
menyepakati penghendians penundutans secaras restoratif, terutamas dalam kasus
ringan; dans nonskekerasans seperti pengguna: narkotikas non-pengedax.

d. UU Nomor 35 Tahun; 2009 tentang Naskotikas
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Memberikan landasans bahwas pecandu
naskotikas dan: korban: penyalahgunaan. wajib menjaland rehabilitasi, yang dalam
implementasinya; seringkadi melibatkan, masyarakat sebagai penyelenggara; atan
pengawas layanans rehabilitasi sosiad.

e. Ketersediaans Struktur Sosiadl Masyarakad

Masyasakas Indonesia; memiliki struktur sosial yang cukup kuat, mulai dagi level
RT, RW, desa, hingga; komundtas adat dan: keagamaan. Struktur ind mengadi modad sosiad
pending daJam mendukung pelaksanaan:  keadilan;  restoratif ~ karena
menyediakan: jaringans sosial yang responsif, cepat, dans terdekat dengan: pelaku.
Misadnyas tokoh masyarakat, tokoh adat, dans tokoh agamas seringkadi menjadi mediator
alami dalam menyelesaikan: kondflik atam kasus sosiadl di komundtas. Dadam kongeks
penggunas narkotika, struktur ind dapag berperan; sebagad pengawas pemulihan, mediator
angara: pengguna: dans keluarga, atan pemberi rekomendasi kepada: aparat hukum unguk
rehabilitasi. Struktur sosiad tersebut juga; memudahkan; proses asesmen; sosial padas tahap
penyidikan, karenas aparat dapat bekerjas sama: langsung dengans komunitas yang
mengenal latar belakang penggunas narkotika.

f. Kekuatan; Budaya: Gotong Royong dans Solidasitas Komunitas

Faktor budayas juga; memainkans perans signifikan. Dadam konteks masyarakat
Indonesia, ndlad-ndlad gotong royong, musyawasah, dan; kebersamaan. masih cukup kendad,
khususnya; di pedesaans atau komundtas berbasis keagamaan. Nilai ind
sejalan: dengan: prinsip-prinsip keadilans restoratif yang menekankans pada; dialog,
penyembuhan, dans rekonsiliasi  daripadas penghukuman.  Ketika; terjadi
penyimpangans sosial seperti penyalahgunaans narkotika, masyarakat seringkadi tidak
sertar-merta, mengauhi pelaku, melainkan: mencoba; membimbingnyas kembadi ke jalur
yang benagr, terutama; jika: pelaku masih berusia; muda: atau belum pernah terlibag tindak
pidana: lainnya. Niladi solidaritas ind memungkinkan: proses pemulihans berbasis
komundtas berjalan; dengan: efektif, seperti yang tercermin: dalam program-program
seperti Kampung Bebas Naskoba, Desa; Bersinar (Bersih Naskobay), atau Komundtas
Rehabilitasi Warga: yang dikelolas bersama; oleh BNN; dan; warga..

g. Mendngkatnya; Literasi Hukum Masyarakat;
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Kemajuan; dalam bidang pendidikan: dans informasi hukum juga; turut
mendngkatkan; kapasitas masyarakat untuk memahami hak-hak merekas serta; mekanisme
hukum yang berlaku, termasuk restorative justice. Literasi hukum membuat masyarakad
tidak lagi hanya: sebagai objek kebijakan: hukum, tetapi sebagai subjek aktif yang
bisas memberikan:  masukan; dan: mendampingi proses penyidikan..
Berkembangnya: organdsasi bantuan: hukum (OBH), lembaga: swadaya: masyasrakad,
serta; klindk hukum kampus di berbagai daerah memberikans edukasi dan: bantuan: hukum
kepada; masyarakat dadlam menghadapi persoalan; hukum secara: lebih manusiawi.
Contoh: LBH Masyarakat dans Yayasans Satu Perubahans Sosial (YSPS) aktif
memberikans pelatihans hukum kepada; wasrgas mengenai penggunaans mekandisme
rehabilitasi bagi penggunas narkotika: agas tidak terjerat pidanas pengjaras

h. Dukungan; Institusi Pemerintah dan: Swastas

Adanya; dukungan: dari lembaga; pemeringah, seperti BNN, Kemengerian: Sosiad,
dans pemerindah daerah, semakin, memperkuat perans publik. Program-program seperti
Desa; Bersinasr, Rumah Edukasi Anti Naskobas hingga: Badad Rehabilitasi Sosiad di tingkas
kabupatens/kota; merupakan: bentuk kolaborasi negara: dan: masyarakas. Seladn. itu, sektor
swasta; jugas mulad terlibat dadam penyediaans program pascagehabilitasi meladui
pelatihans kerja, magang, atan wirausahas sosial bagi mantdan: pengguna. Ind memberi
ruang lebih besasr bagi masyarakat untuk mendukung pengguna: naskotikas agasr kembadi
menjadi individu produktif.

Meskipuns keterlibatans publik dalam pelaksanaan: restorative justice terhadap
penggunas  naskotikas  semakins  mendapat pengakuans  dans  legalitas,
namuns implemendasinya: masih menemui berbagad hambatan: di lapangan. Hambagan-
hambatan; ind dapat muncul dasi sisi masyarakas sendiri, struktur hukum, aparat penegak
hukum, hingga; sistem sosial yang ada. Oleh kasena; itu, pending untuk mengidendifikasi
secaras menyeluruh berbagad faktor penghambat agasr solusi yang ditawaskan;s tepat
sasaran; dans berkelanjutan..

Hambagan; yang dihadapi publik dalam mendukung pelaksanaan restoragive justice

pada; tahap penyidikans tidak berdiri sendiri, melainkan; bersifat saling terkadt
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dans berkelindan: dalam konteks sosial-hukum-politik yang kompleks. Namung

perans publik dalam restorative justice tidak terlepas dasi tantangan, di antaranyas

1) Stigma; dan; diskriminasi

2)

3)

Stigmas terhadap penggunas narkotika; masih sangat tinggi di masyarakat
Indonesia. Masyarakat cenderung memandang penggunas sebagad pelaku kejahatan,
bukans sebagad individu yang membutuhkan: pertolongans medis dans sosiad. Akibadnyas
masyagakat enggan: unduk mendukung upayas pemulihans atan terlibat dadam proses
restoradive justice. Stigmas ind jugas berdampak padas keluargas korbans yang kerap
dijauhi oleh lingkungan: sekitar. Dadam situasi ind, alih-alih menjadi agens pemulihaa,
masyagakag justru memperparah kondisi psikologis pengguna: dan: keluarganya. Had
ind mempersempit ruang dialog dan; kesepakatan; damad yang mengadi ciri khas
restorative justice menyatakans bahwas stigmas sosial adalah penghalang terbesar
dadam rehadbilitasi sosiad berbasis masyasakas, karenas mantdan: penggunas kerap tidak
diterima: kembadi dadam lingkungan: komunitasnya:.

Kurangnya:s literasi hukum

Salah satu hambatan: utama. adalah rendahnya: pemahaman. masyarakas
terhadap konsep keadilan: restoratif dan. mekanisme hukum yang menyertainya.
Banyak masyasrakat yang belum memahami bahwa; keadilans tidak selalu identik
dengan: hukumans penjara, terutamas dalam kasus pengguna; naskotika; yang
bukan;  pengedas. Studi  yang  dilakukan. oleh  (Rahman,  2023)
menungjukkans bahwas lebih dagi 60% waxrgas di limas kotas besar Indonesias masih belum
mengetahui bahwa; penggunas narkotikas yang terbukti hanyas sebagad pemakad berhak
untduk  dirchabilitasi dan: dapat diproses dengan: pendekatan, restoratif.
Minimnyas pengetahuans ind membuat masyarakat cenderung bersikap pasif
dan: menyerahkan; sepenuihniyas proses hukum kepadas aparag, tanpa indsiasif untuk ikut
serta; daJaam mediasi atau dukungan; sosiad.

Ketakutan; terhadap apagsat

Masih banyak masyarakat yang memiliki traumas atau ketakutan. terhadap

aparat hukum, badk kasenas pengalaman: pribadi maupuns informasi dari medias

Ketakutan; indi menyebabkans keengganan, masyarakat unguk terlibatz dalam proses
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4)

5)

mediasi atau dialog antaras penggunas narkotikas dans pihak berwenang. Masyarakad
jugas sering kali menghindasri pelaporan: atan pendampingan: karenas khawatir
dianggap ikut melindungi pelaku kejahatan. Ketakutan. ini diperparah
dengan: adanyas praktik penyadahgunaan. wewenang oleh sebagian: aparat yang
masih terjadi di lapangan. Situasi ind mengciptakan, jarak andara; apasas
daqs masyasakad, padahal dalam konsep restoragive justice,
kepercayaan; dans kerjas samas antaras keduanyas sangat pending untuk
membanguns solusi yang manusiawi dans adil.
Minimnyas dukungans pemerintah daerah

Keterlibatan; pemeringah daerah dalam mendukung pelibatans masyarakat
dadam keadilan: restoratif terhadap pengguna: naskotika: masih sangat vagiadif.
Beberapa; daerah memiliki program komundtas angi-nagkobas yang kuad,
namuns banyak pulas yang tidak memiliki indsiadif samas sekadi. Kurangnyas political
will dari pemerintdah daerah untuk membangun; sistem rehabilitasi berbasis masyarakat
menyebabkan: publik tidak memiliki ruang formad untuk terlibat. Danas APBD sering
kali tidak mengadokasikan: anggaran. yang cukup untuk program rehabilitasi sosial
atau  pelatihans  masyarakat  sebagai  pendamping  hukum.  Padahal,
pendekatan; desendralisasi menempatkans pemda; sebagai aktor kunci dalam
penyediaan; layanans sosiad dans hukum di daerahnyas Tanpas dukungans dasi pemdas
pagtisipasi publik mengadi sulit difasilitasi secasa; berkelanjutans.
Fragmentasi sosiad

Masyarakad perkotaan: cenderung memiliki tingkat individualisme yang tinggi.
Hubungan: antdarwarga: yang renggang menyebabkan: sulitniya; membangun: solidasitas
atan  rasa; tanggung jawab  kolektif terhadap kasus sosial  seperti
penyadahgunaan: naskotika. Berbeda: dengan: masyasrakat pedesaan: yang memiliki
struktur sosiad lebih solid, masyasakas kotas sering kadi tidak mengenad tetangga. atau
enggan: terlibat dalam urusan: sosial. Hal ind menjadi tantangan. besar daldam
mengerapkans restoragive justice yang mengandadkan: proses dialog dans konsensus
sosial. Fragmendasi ind membuas penggunas nasrkotikas kehilangan; jejaring sosiad yang

bisas mendukung proses pemulihan, badik secara;s emosionad maupuns praktis.
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6)

7)

Keterbatasan, Sarana; dan; Prasarana; Pendukung

Pelaksanaans keadilans restoratif membutuhkan; sarana; dans prasarana; yang
memagdad, seperti ruang konsultasi, pusat mediasi, layanan; rehabilitasi sosiad,
hingga, dokumentasi kasus. Sayangnya, masih banyak wilayah di Indonesias yang
belum memiliki infrastruktur ind. Misadnyas di beberapas kabupaten, Balai Rehabilitasi
Sosial hanya; terdapa¢ satu undt dengans kapasitas terbatas, sehingga; tidak mampu
menampung semuas penggunas yang dirckomendasikans untuk direhabilitasi.
Kurangnya; sarana; indi menghambad proses mediasi, rehabilitasi, maupuns reintegrasi
sosial. Tanpas fasilitas yang memadai, masyarakat jugas kesulitans unguk
memberikans kondribusi nyata; karenas tidak adas sistem yang mendukung
keterlibatans merekas secaras teknds.
Ketidakkonsistenan: Aparat Penegak Hukum dadam Mengerapkan; Restoragive Justice

Wadaupuns telah adas peraturan: yang mendukung restorative justice, dalam
praktiknya; masih ditemukans ketidakkonsistenans di lapangan. Beberapa: aparat
menolak melakukan; mediasi atau tidak mempertimbangkan: rekomendasi masyarakad,
terutamas jika; perkara; dinilai dapat memberikans keuntungan: ekonomi tertentu
(misadnyas dari dendas atau pungutans informad). Seladins itu, belum semuas penyidik
memahami secasa; utuh prinsip dans prosedur restorative justice. Akibatnyas meski
masyarakad siap terlibas, proses tersebut tidak mendapat tanggapan: yang baik dari
pihak kepolisian; atau kejaksaan. Hambatans strukturad indi memengasruhi persepsi
masyarakat terhadap efektivitas keterlibatan: mereka; dadam proses hukum.
Jika; masyarakat merasa; kondribusinya: tidak didengar atan tidak berdampak,
makas merekas akans menasik diri dans mengadi apadis.

Keadilan; restoradif dadam kasus pengguna: narkotika; menempadtkans publik sebagad

aktor pensing dadam mendorong proses pemulihan: dan; reintegrasi sosiad. Namuns seperti

telah diuradkan; dalam bagian: sebelumnya, keterlibatan; publik dadam sistem hukum

restoratif masih menghadapi banyak tantangan. Oleh karenas itu, diperlukans strategi

penguatan, yang menyeluruh dans berkelanjutan. agar peran: publik dalam

tahapans penyidikan: tidak hanya: bersifat simbolik, tetapi benas-benar substandif

dan: berdampak.
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Penguatan; ind hagsus bersifat lintas sektor,
melibatkans kerja; samas antasra; pemerintah pusat dans daerah, aparat penegak hukum,
organdsasi  masyarakat sipil, komunditas, dan. sektor swasta.  Strategi
penguatan perans publik jugas hatus responsif terhadap konteks lokad, dinamikas sosiad,
sertas perkembangan; kebijakan: hukum nasionad. Untuk memperkuas peran: publik dalam
mendukung restorative justice padas tahap penyidikan, stragegi berikut dapat diterapkans
1) Penguatans Literasi dans Edukasi Hukum di Tingkat Komunitas
Langkah awal yang paling mendasar dadam penguatans peran: publik adalah
mendngkatkans kesadaran, dans pemahamans masyarakas terhadap konsep restorative
justice dan; hak-hak pengguna: naskotika. Literasi hukum yang baik akan: mendorong
masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses hukum dans tidak lagi takut atan
enggan: mendukung pemulihans sosial  pelaku.  Strategi yang  dapat
dilakukan, antara: lain
a) Penyuluhan; hukum rutins di badai desa, masjid, sekolah, atau komunitas oleh
penyuluh hukum, apasrat BNN; atau organdsasi banguans hukum.

b) Pembuatan: modul pendidikan; restoratif yang mudah dipahami oleh masyarakat
awaam, dadam bentuk infografis, video edukatif, dan; buku saku.

¢) Kurikulum keadilan: restoratif dalam pendidikan. formal dan: nonformal,
misadnyas meladui kegiatan; ekstrakurikuler atan pelatihans kepemudaan..

d) Pelibatan: tokoh lokad seperti tokoh adas, tokoh agama, dan: kepala: RT/RW sebagai
agens edukasi masyarakat.

2) Pembendsukan; Forum Masyasakat Restoratif di Tingkat RT/RW

Masyarakat  memerlukans wadah resmi  dans, terorgandsir  untuk
mengadankan: perans restoradif secaras kolektif. Forum ind dapat mengjadi penghubung
angara; masyarakas, penggunas narkotika, dan: aparat penegak hukum dalam proses
mediasi, pemandauans rehabilitasi, hingga. advokasi sosial. Ciri khas forum ind
andagas laing
a) Dibenguk di tingkat lokad (RT, RW, desa,).

b) Beranggotakan: tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, mangdan. penggunas

dan; tokoh agama.
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3)

4)

¢) Menyediakan; layanan; aduan, pendampingan, dans mediasi awad.

d) Bekerja; sama; dengans BNNK, Polsek, dan: Lembaga; Rehabilitasi.

e) Menjadi mitra; strategis penyidik dalam mengidendifikasi penggunas narkotika; yang
layak direhabilitasi.

Pengembangan; Program Rehabilitasi Berbasis Komunitas

Restorative justice tidak berhentdi pada: penghendians perkara, tetapi hasus
berlangjut pada; tahap rehabilitasi dan; reingdegrasi sosiad. Oleh karena; itu, penging unguk
membanguns sistem rehabilitasi yang berbasis komundtas agas
penggunas narkotika; dapas pulih secasas utuh dan: diterima: kembadi oleh masyasakad.

Beberagpa; strategi pengembangannyas antasas ladns

a) Mendirikan; pusat rehabilitasi lokad dengan, dukungan: danas desas atan CSR swastas..

b) Mengadakan: program pelatihan: kerja, pelatihans keterampilan, atan
kewirausahaans bagi mantans penggunas narkobas

¢) Mengindegrasikan: mantan: pengguna; ke dadam kegiatan: masyasakat, seperti
karang tarunas kegiatan: keagamaan, atau kerjas sosiad.

d) Menyediakans layanan, konseling, spirituad guidance,
dan; pendampingan; psikologis dasi komunitas.

Reformasi Kebijakan: Dacrah yang Mendukung Keterlibatan: Publik

Kebijakan: daerah harus memberi ruang resmi bagi masyarakat untuk terlibat
dadam sistem pemulihans penggunas naskotika, Tanpas payung kebijakans peran; publik
akan; terus bersifat informad dans tidak berkelanjutan. Langkah konkret yang dapat
diambil:

a) Pemerintah  daerah  menyusun:  Peraturan; Daerah  (Perda) tendang
penerapans restoradive justice dans pelibatans masyarakas dalam penyelesaians kasus
narkotika.

b) Mengalokasikan; anggaran, APBD unguk program pelatihan, forum mediasi,
dan; pusag rehabilitasi komunitas.

¢) Mengadin, kemitraan, andara; pemda, undversitas, dan; LSM untuk riset

serta; implemendasi pilot project.
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d) Membendtuk Tim Koordinasi Restoratif Daerah yang melibatkan; unsur masyarakat,

BNNK, Polres, dan:tokoh agama.

5) Penerapans Sistem Penghargaans bagi Komunidtas
Strategi terakhir yang dapat mendorong masyarakat terlibat secaras aktif adadah
memberikans insentif moral dans sosial dalam bentuk penghargaan. Ind
akan: membanguns budaya: apresiasi terhadap komundtas yang bekerja; keras dalam
mendukung penggunas naskotika; meladui pendekatans restoratif. Contoh benguk
penghargaan.
a) Desa; Ramah Rehabilitasi: penghargaans bagi desa; yang aktif mendorong
penyelesaian; kasus narkoba; berbasis keadilan: restoradif.
b) Tokoh Restoratif Masyarakad: penghargaan: kepadas individu atau fasilitator yang
mengadi agen; perubahaa.
¢) Komundtas Inspiratif Andi-Nasrkobas penghargaan; untuk organdsasi atau forum
warga; yang berhasil memulihkans pengguna; dans membangun: reintegrasi sosiad.

Perans publik merupakadns komponens fundamendal dalam
keberhasilan: pelaksanaans restorative justice terhadap penggunas narkotikas
terutamas padas tahap penyidikan. Perans indi mencakup advokasi, mediasi, edukasi,
dukungans sosial, dan, pengawasan. Pelibatan: publik dapat mengubah
pendekatan; represif menjadi korektif dans solutif, sertas mendorong pemulihan; ketimbang
penghukuman;

Meski demikian, readisasi perans publik memerlukans penguatan: dasi sisi regulasi,
pendidikan;  hukum, dans kebijakan, sosial. Perlu ada; sinergi yang
berkelangjutans antara; aparat penegak hukum, pemerintah dagrah, organdsasi masyasakag
sipil, dan; komundtas lokal agas prinsip-prinsip keadilans restoratgif tidak berhenti

padas wacana, tetapi mengadi praktik yang berkelanjutans dan: berdampak nyadas

4. PENUTUP
Penerapan, restorative justice terhadap penggunas narkotika; padas tahap
penyidikan; merupakan; langkah progresif dalam sistem peradilan, pidana, Indonesia,

terutama: dalam merespons permasalahan, narkotika, sebagai masalah
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kesehatan: dan. sosiad, bukan; semaga-madas kejahatan, pidana.
Pengguna; narkotika; yang memenuhi syarat, seperti hanyas; sebagai pemakad
dan: bukan: pengedar, dapat diberikan: pendekatan. pemulihan: melalui rehabilitasi.
Pendekatan: ini didukung oleh sejumlah regulasi, antasa: lain. Peraturan. Kapolri
Nomor 8 Tahuns 2021 dans Peraturan; Jaksa; Agung Nomor 15 Tahun: 2020,
sertas ketentuan: dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun: 2009 tentang Narkotika.
Penerapan: ind bertujuan: untuk menghindari efek kriminadisasi berlebihan: terhadap
pecandu dan: mendukung reintegrasi sosial pelaku.

Peran, publik dalam mendukung pelaksanaan. restorative justice terhadap
penggunas narkotika. pada; tahap penyidikan: sangatlah krusial, baik sebagai
fasilitator mediasi, penyedia: lingkungan: pemulihan, hingga: aktor sosial yang
menekan; stigma; terhadap pelaku. Pastisipasi masyarakat tercermin: melalui forum
warga, tokoh masyasakad, organdsasi sosiad, maupun: komunitas rehabilitasi berbasis
komunitas. Namun: demikian, keterlibatan. publik masih menghadapi berbagai
hambatan, seperti rendahnya: literasi hukum, stigma: sosial terhadap
pengguna; narkotika, keterbatasan: fasilitator, minimnya; dukungan: kebijakan. lokad,
serta; kurangnya. infrastruktur pendukung. Oleh sebab itu, diperlukan, strategi
penguatan. yang mencakup edukasi hukum, pembentukan: forum warga,
pelatihan: fasilitator komundtas, serta; dukungan. anggarans dan, kebijakan. dari

pemerintah daerah.
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